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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR PER.16/MEN/2012 TENTANG KOMISI NASIONAL

PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pengkajian sumber daya
ikan dalam rangka penetapan potensi dan jumlah
tangkapan yang diperbolehkan serta melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009, perlu membentuk Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan;

b. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya
Ikan, maka perlu meninjau kembali Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN/2012 tentang Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan

www.peraturan.go.id



2014, No.255 2

Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN/2012 tentang Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law
of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4840);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 125);
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7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun
2013;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN/2012 tentang Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 883);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan: Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
PER.16/MEN/2012 TENTANG KOMISI NASIONAL
PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN/2012 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya
Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 883) diubah
menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR PER.16/MEN/2012 TENTANG KOMISI
NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

DAFTAR ANGGOTA KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

No NAMA KEAHLIAN
JABATAN /

INSTITUSI ASAL

1. Dr. Ir. Abdul Ghofar Pengkajian
Sumber Daya

Ikan

Univ. Diponegoro

2. Dr. Ir. Agus Heri Purnomo, M.Sc Kelembagaan
Pengelolaan
Perikanan

Balitbang KP

3. Prof. Dr. Drs. Ali Suman Biologi
Perikanan Udang

Balitbang KP

4. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA Penginderaan
Jauh

Balitbang KP

5. Prof. Ir. Badrudin, M.Sc Biologi
Perikanan
Demersal

Pakar

6. Dr. Budi Sulistyo, M.Sc Sistem Informasi
Geografis

Balitbang KP

7. Prof. Dr. Jamaluddin Djompa Biologi
Perikanan

Karang

Univ. Hasanuddin

8. Dr. Eko Sri Wiyono, M.Si Teknologi/
Kapasitas

Penangkapan
Ikan

IPB

9. Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi
Kartasasmita, M.Sc

Pengelolaan
Perikanan PUD

Balitbang KP

10. Prof. Dr. Indra Jaya Akustik
Perikanan

IPB

11. Prof. Dr. Ir. Janni D. Kusen, M.Sc Ikan Karang Univ. Sam
Ratulangi

12. Ir. Ki Abdul Aziz, M.Sc Statistik Pakar
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No NAMA KEAHLIAN
JABATAN /

INSTITUSI ASAL

Perikanan

13. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc Oseanografi BPPT

14. Prof. Dr. Ir. Ngurah Nyoman
Wiadnyana

Ekologi Perairan Balitbang KP

15. Ir. Purwanto, MS, Ph.d Bio-Ekonomi
Perikanan

Pakar

16. Dr. Ir. Purwito Martosubroto, M.Sc Pengelolaan
Perikanan

Pakar

17. Prof. Dr. Ir. Sam Wouthosyen, M.Sc Oseanografi Pusat Penelitian
Oseanografi, LIPI

18. Dr. Ir. Sriati, M.Si Dinamika
Populasi dan
Pengelolaan

Sumber Daya
Ikan

Univ. Padjajaran

19. Ir. Sulastri Limnologi Pusat Penelitian
Limnologi, LIPI

20. Dr. Ir. Subhat Nurhakim, MS Biologi
Perikanan

Pelagis

Pakar

21. Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc Pengelolaan
Perikanan Laut

Balitbang KP

22. Direktur Sumber Daya Ikan Direktorat
Jenderal

Perikanan
Tangkap

23. Direktur Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan

Direktorat
Jenderal

Perikanan
Tangkap

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO
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